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BAB II 

TEORI IJA>RAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

A. Pengertian Ija>rah 

Al-Ija>rah berasal dari kata “Al-Ajru” yang berarti al-‘iwad}u (ganti). Dari 

sebab itu al-Thawa>b (pahala) dinamai Ajru (upah).1 

Ija>rah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara’ 

adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.2 

Secara istilah syari’at menurut ulama fiqh antara lain disebutkan oleh Al-

Jazairi sewa (Ija>rah) dalam akad terrhadap manfaat untuk masa tertentu juga 

dengan harga tertentu.3 

Menurut MA. Tihami sebagaimana yang dikutip oleh Sohari Sahrani, al-

ija>rah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan 

kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal 

untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.4 

Al-Ija>rah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau 

menjual jasa perhotelan dan lain-lain.5 

                                                 
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 dan Terjemahan (Bandung: PT. Al-Maarif, 1987), 7. 
2 Ibid., 7. 
3 Ismail Nawawi Uha, Fiqh Muamalah (Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010), 312. 
4 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167 
5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000), 228. 
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Pada garis besarnya ija>rah terdiri atas dua pengertian, yakni pertama, 

Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘ain, seperti: rumah 

dan pakaian, kedua: Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan 

oleh seseorang, seperti: seorang pelayan, pengertian pertama mengarah kepada 

sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah-

mengupah.6 

Arti ija>rah secara luas adalah akad yang berisi suatu penukaran manfaat 

dengan jalan memberikan imbalan (upah) dalam jumlah tertentu yang sesuai 

dengan hasil yang diperoleh. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat 

barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa 

apabila dilihat dari segi orangnya.7 

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak 

mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil 

upah, karena akad ini adalah mu’a>wadah (penggantian).8 

Pengertian ija>rah secara terminologi menurut Amir Syarifuddin dalam 

buku Abdul Rahaman Ghazaly ija>rah secara sederhana dapat diartikan dengan 

akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang 

menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut 

ija>rah al-‘Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang 

menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang 

disebut Ija>rah ad-Dhimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. 

                                                 
6 Helmi Karim, Fiqh mu’amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 34. 
7 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113.  
8 Sayyid Sabiq, fikih Sunnah 13 dan Terjemahan, 7. 
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Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-Ija>rah, 

dalam hukum islam upah sering disebut dengan ujrah.9 

Menurut ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga 

perkara yaitu:  

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad 

2. Mempercepat tanpa adanya syarat 

3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika 2 orang akad bersepakat 

untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.10 

Dari definisi diatas bahwasannya ija>rah dengan objek transaksi dari tenaga 

seseorang merupakan transaksi atas suatu sumber daya manusia yang lazim 

disebut perburuan (upah kerja).11 

Nurimansyah haribuan dalam buku Zainul Asikin mendefinisikan 

bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earming) yang 

diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka 

waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.12 

Menurut Afzalurrahman Upah atau ujrah adalah harga yang dibayarkan 

pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi 

lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain. Upah 

merupakan harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.13 

                                                 
9 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 277. 
10 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islamiy wa Aqillatuhu (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 3811. 
11 Ibid., 3811. 
12 Zainul Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 68 
13 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Jakarta: Dharma Bhakti Wakak, 1995), 361. 
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Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau akan dilakukan. 

(Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, bab 1, pasal 1, ayat 30). 

Definisi ija>rah menurut para fuqaha berbeda-beda pendapatnya 

diantaranya: 

1. Menurut Hanafiyah dalam Abdul Al-Rahman Al-Jaziri bahwa ija>rah 

adalah: 

ٌبِعٌٌَجِرَةٌٌِالْمُسْتأٌَالْعَيْنٌٌِمِنٌٌَمَقْصُوْدةَ ٌٌمَعْلوَُمَةٌ ٌمَنْفعََةٌ ٌتمَْلِيْكٌٌُيفُِيْدٌٌُعُقْد ٌ  ٍ وْ  

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 

disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.14 

 

2. Menurut Malikiyah dalam Abdul Al-Rahman Al-Jaziri bahwa ija>rah 

adalah: 

المَنْقوُْلاَنٌبَعْضٌٌِوٌٌَالآدمَِىٌِ ٌمَنْفَعَةٌٌِعَلىٌَالتَّعَاقدٌٌُِتسَْمِيَةٌُ  

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 

untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.15 

 

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah dalam buku Hendi 

Suhendi bahwa yang dimaksud ija>rah adalah: 

ٌٌوَالِْإبَاحَةٌٌِلِلْبَذْلٌٌِقَابِلَةٌ ٌمَقْصُوْدةَ ٌٌمَعْلوُْمَةٌ ٌمَنْفَعَةٌ ٌعَلىٌَعَقْد ٌ  ٍ عًاوَضٌٌْبِعِوَ  

                                                 
14 Abdul Al-Rahman Al-Jaziri, Fiqh ‘Ala Madzhabil Arba’ah Juz III (Mesir: Maktabah Tijariyah 

Al-Kubro, 1969), 670. 
15 Ibid., 97 
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 “Akad atas manfaat yang diketaahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.16 

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 

dengan ija>rah adalah: 

ٌٌمَنْفعََةٌ ٌتمَْلِيْكٌُ  ٍ بِشُرُوْطٌ ٌبِعِوَ  

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.17 

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ija>rah merupakan suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.18 

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ija>rah adalah: 

ٌبِعٌٌِتمَْلِيْكُهَاٌأىٌمَحْدوُْدةَ ٌٌبِمُدَّةٌٌِمَنْفعََةِالشَّيْءٌٌِعَلىٌَالْمُبَادلََةٌٌِمَوْضُوْعَةٌٌِعَقْد ٌ  ٍ ٌوَ

الْمَنَافٌٌِبيَْغٌٌُفهَِيٌَ  
 

“Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 

manfaat”.19 

7. Menurut Idris Ahmad dalam buku Hendi Suhendi bahwa upah artinya 

mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti 

menurut syarat-syarat tertentu.20 

 

B. Dasar Hukum  

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan 

ija>rah, antara lain: 

 

 

                                                 
16 Hendi Suhendi, Fiqih muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114. 
17 Ibid., 115. 
18 Sayyid Sabiq, fikih Sunnah 13 dan Terjemahan, 7. 
19 Hendi Suhendi, Fiqih muamalah, 115. 
20 Ibid., 115. 
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1. Al-Qur’an 

Banyak ayat al-Qur’an dan h}adi>s yang dijadikan argumen oleh para 

ulama’ untuk kebolehan ija>rah adapun landasan al-Qur’an diantaranya 

sebagai berikut: 

 ٌ ٌ  ٌٌ ٌٌ…ٌ

Artiya: “… Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka 

berikanlah kepada mereka upahnya…”21 (QS. At-Thala>q: 6) 

 

 ٌ  ٌ   ٌ  ٌٌ ٌ ٌٌ   ٌ  ٌ ٌٌٌٌٌ ٌ

 ٌٌ  ٌ ٌ ٌ ٌ ٌٌ    ٌ   ٌ ٌٌ ٌ    ٌ ٌ

 ٌٌٌ ٌ ٌٌٌ  ٌٌ  ٌٌ ٌ ٌٌ  ٌٌٌٌٌ

ٌ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) 

dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 

baik".22 (QS. Al-Qashash: 26-27). 

 

ٌ   ٌ ٌ  ٌٌ  ٌٌ ٌ  ٌٌٌ ٌٌ  ٌ  ٌ

 ٌ  ٌ   ٌ  ٌٌٌ  ٌ  ٌٌ ٌٌٌ ٌ ٌ  ٌٌ

 ٌٌ ٌٌ ٌ  ٌ ٌ ٌٌ ٌ  ٌٌٌ  ٌ  ٌ  ٌ

                                                 
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2002, 559. 
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2002, 547. 
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ٌ ٌ    ٌٌ ٌ ٌٌ  ٌ   ٌٌ ٌ  ٌٌ   ٌٌ

  ٌ  ٌٌ ٌٌ    ٌٌ ٌٌ  ٌ ٌٌٌٌٌ

 

Artinya: “… dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan”.23 (QS. Al-Baqarah: 233). 

 

2. As-Sunnah 

 Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

ثَ نَا وَهْبُ  مَشْقِيُّ حَدَّ ثَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِ  ثَ نَا عَ بْنُ سَعِي حَدَّ  بْدُ دِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّ
ََ الرَّحَْْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قَ  ا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا الَْْجِيَر أَجْرهَُ ق َ  ََ رَسُوَُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ رَقهُُ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَ قاَ  
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad 

Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin 

Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada 

kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari 

Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum 

kering keringatnya.24 

 

 Hadis riwayat Abdul Razaq dari Abu Hurairah,  bahwa Nabi bersabda: 

يْرًاِاسْتأَجَْرَِِمَنِ  مْهُِِأجَ  أجَْرَهُِِفلَْيعُْل   

Artinya: Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka 

beritahukanlah upahnya.25 

 

                                                 
23 Ibid., 47. 
24 Ibnu Majjah, Kitab Ibnu Majjah, Hadist No. 2434, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan 

Imam. 
25 Zainudin Hamidy, Shahih Bukhari juz II Bab Ijarah (Jakarta: Widjaya, 1983), 55. 
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 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas,  bahwa Nabi 

bersabda: 

امَِِوَاعَْطَىِا حْتجََمَِِوَسَلَّمَِِعَلَيْهِ ِاللُِِصَلَّىِانََّهُِ انالسيخِرواه.ِِاجَْرَهُِِالْحُجَّ  

Artinya: Berbekamlah kalian dan berikanlah upah bekamnya kepada 

tukang bekam tersebut.26  

 

 Hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi bersabda: 

دُِِحَدَّثنَاَ ِب يأَِِعَنِِْاللَّّ ِِعَبْدِ ِبْنِ ِبرَُيْدِ ِعَنِِْأسَُامَةَِِأبَوُِناَحَدَّثَِِالْعَلََءِ ِبْنُِِمُحَمَّ

يَِِمُوسَىِأبَ يِعَنِِْبرُْدةََِ ُِِرَض  ُِِصَلَّىِالنَّب ي  ِِعَنِِْعَنْهُِِاللَّّ ِلَّمَِوَسَِِعَليَْهِ ِاللَّّ

نُِِقاَلَِ ينُِِالْخَاز  يِالْْمَ  يِقاَلَِِوَرُبَّمَاِينُْف قُِِالَّذ  يِالَّذ  رَِِمَاِيعُْط  لًَِِب هِ ِأمُ  ِكَام 

يِإ لَىِنفَْسُهُِِطَي  باًِمُوَفَّرًا رَِِالَّذ  قيَْنِ ِأحََدُِِب هِ ِأمُ  الْمُتصََد    
 

Artinya: Dari Abu Musa Asy’ari dari Nabi SAW, beliau bersabda’, kasir 

(juru uang) yang jujur, yang melakukan pekerjaannya dengan 

senang hati, termasuk salah seorang yang bersedekah.27 

 

C. Rukun Ija>rah  

Menurut Hanafiyah rukun al-ija>rah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari 

dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun 

ija>rah ada empat (4)28, yaitu: 

1. Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang melakukan akad sewa-menyewa dan 

upah mengupah. Adapun mu’jir adalah orang yang menerima upah dan 

yang menyewakan, adapun musta’jir adalah orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.29 Dalam bahasa 

                                                 
26 Imam Bukhari, Matan Bukhari Juz II Bab Ijarah (Beirut: Maktabah wa Mathba’ah), 36. 
27 Bukhari, Kitab Bukhari, Hadist No. 2151, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam. 
28 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 278. 
29 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170. 
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indonesia mu’jir adalah orang yang memberikan jasa (pelaku usaha) 

sedangkan muata’jir adalah penikmat jasa (konsumen).  

2. As-si>gha (ija>b dan qabu>l) antara mu’jir dan musta’jir, ijab qabul sewa 

menyewa dan upah-mengupah.30 

3. Ujrah (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, 

baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.31 

4. Ma’qu>d bih dalam bahasa Indonesia disebut dengan Barang yang 

disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.32 

 

D. Syarat Ija>rah 

Syarat ija>rah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-

beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat 

pelaksanaan akad), syarat sah, syarat lazim.  

1. Syarat Terjadinya Akad 

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 

berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika 

salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat 

membedakan, maka akad menjadi tidak sah.33 

Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali, disyaratkan telah balig 

dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, 

                                                 
30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113.  
31 Ibid., 118.  
32 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, 170 
33 Sayyid Sabiq, fikih Sunnah 13 dan Terjemahan, 11. 
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seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri 

mereka (sebagai buruh), maka ijarahnya tidak sah.34 

Menurut ulama Hanafi, ‘a>qid (orang yaang melakukan akad) 

disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak 

disyaratkan harus balig. Ulama Maliki berpendapat bahwa tamyiz adalah 

syarat ija>rah dan jual-beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan.35 

2. Syarat Pelaksanaan (an-nafadh) 

Agar ija>rah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia 

memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian ija>rah al-

fud}ul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan 

atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya 

ija>rah.36 

3. Syarat Sah Ija>rah 

Keabsahan ija>rah sangat berkaitan dengan ‘a>qid (orang yang akad), dan 

ma’qud alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad 

(nafs al-‘aqad), yaitu: 

a. Adanya keridaaan dari kedua belah pihak yang akad 

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 

melakukan akad al-ija>rah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 

                                                 
34 Abdul Azizs Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996), 661 
35 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125 
36 Ibid, 126. 
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melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Syarat ini didasarkan 

kepada firman Allah dalam surat an-Nisa>’ (4) ayat 29 yang berbunyi37: 

    ٌ ٌٌٌ  ٌ  ٌٌ   ٌٌ ٌٌ

 ٌ ٌٌٌٌٌ  ٌٌٌٌٌ ٌٌ  ٌٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Ulama Hanafi berpendapat bahwa adanya uzur juga bisa 

membatalkan ija>rah sebab manfaat akan hilang apabila adanya uzur. 

Uzur yang dimaksud disini adalah sesuatu yang baru yang 

menyebabkan kemudaratan bagi yang berakad.  

Menurut ulama Syafi’i jika tidak ada uzur, tetapi masih 

memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, ijarah tidak 

batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ija>rah dapat dikatakan batal jika 

kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang 

disewakan.38 Uzur ada tiga macam, yaitu: 

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam 

mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau 

pekerjaan menjadi sia-sia. 

                                                 
37 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 232. 
38 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 130. 
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2. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus 

dijual untuk menbayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali 

menjualnya. 

3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, 

tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.39 

b. Ma’qu>d ‘Alaih bermanfaat dengan jelas 

Adanya kejelasan pada barang menghilangkan pertentangan 

diantara ‘aqid. Cara untuk mengetahui keadaan barang adalah dengan 

menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis 

pekerjaan jika ija>rah atas pekerjaan atau jasa seseorang.  

1) Penjelasan Manfaat 

Manfaat yang menjadi objek ija>rah harus di ketahui secara 

sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 

Apabila manfaat yang akan menjadi objek ija>rah tersebut tidak 

jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan 

berapa lama manfaat ditangan penyewa.40 

2) Penjelasan Waktu 

Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal 

ataupun minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat 

                                                 
39 Ibid., 130. 
40 Abdul Azizs Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996), 661 
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asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan 

untuk membatasinya.41 

Ulama Hanafi dan Syafi’i memiliki pendapat yang berbeda 

diantara keduanya. Ulama Hanafi tidak mensyaratkan untuk 

penetapan awal waktu akad, sedangkan menurut ulama Syafi’i 

mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat 

menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.42 

3) Penjelasan Jenis Pekerjaan 

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 

diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak 

terjadi kesalahan atau pertentangan.43  

c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’ 

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang 

dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau 

menyewakan jaring untuk memburu, dll.44 

4. Syarat Barang Sewaan (Ma’qu>d Alaih) 

a. Objek ija>rah juga termasuk syarat yang perlu diperhatikan dalam akad 

ija>rah. Objek yang digunakan bisa diserahkan dan dipergunakan secara 

langsung dan tidak bercacat. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa 

tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan 

                                                 
41 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 127. 
42 Ibid., 127. 
43 Ibid., 127 
44 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 128.  
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dimanfaatkan langsung oleh penyewa.45 Jika barang yang disewakan 

cacat maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan 

membayar penuh atau pun membatalkannya.  

b. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat 

dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara’.46 

Menurut pendapat Abu Hanifah dan sekelompok ulama berpendapat 

bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi tanpa dalam 

keadaan lengkap, hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya 

tidak dapat ditentukan.47 Tidak hanya seperti yang disebutkan diatas, 

objek ija>rah juga harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Menurut 

ulama fikih jika barang yang disewakan digunakan untuk kegiatan 

yang dilarang maka kegiatan tersebut termasuk maksiat.  

c. Objek ija>rah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti 

rumah, mobil, dan hewan tunggangan.48 

5. Syarat Ujrah (upah) 

a. Upah atau sewa dalam akad ija>rah harus jelas, tertentu dan sesuatu 

yang bernilai harta.49 

b. Beberapa ulama telah menetapkan syarat upah yaitu berupa haart tetap 

yang dapat diketahui dan juga tidak boleh sejenis dengan barang 

                                                 
45 Abdul Azizs Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, 661 
46 Sayyid Sabiq, fikih Sunnah 13 dan Terjemahan, 12. 
47 Ibid., 12 
48 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232. 
49Ibid, 235 
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manfaat dari ija>rah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati 

dengan menempati rumah tersebut.50 

c. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah/sewa itu tidak sejenis 

dengan manfaat yang disewa.51 

 

E. Sifat Ija>rah 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ija>rah adalah akad yang lazim yang 

didasarkan pada firman Allah Swt: اوفٌواٌبالعقد  yang artinya boleh 

dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan 

pada pemenuhan akad.52 Pembatalan bisa terjadi karena sebelumnya keadaan 

barang yang diakadkan sudah tidak memenuhi syarat-syarat ija>rah yang sudah 

ditentukan.  

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ija>rah adalah akad lazim 

yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak 

pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan 

pendapatnya pada ayat al-Qur’an di atas.53 

Berdasarkan dua pandangan tersebut, menurut ulama Hanafiyah, ija>rah 

bisa dikatakan batal jika salah seorang yang berakad meninggal dan tidak 

dapat dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan menurut jumhur ulama, ija>rah 

tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya. 

 

                                                 
50 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 129.   
51 Abdul Azizs Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, 662.  
52 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 130.   
53 Ibid., 130. 
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F. Hukum Ija>rah 

Menurut Rahmat Syafe’i hukum ija>rah  ada yang hukum ija>rah sahi>h dan 

hukum ija>rah rusak. Hukum ija>rah yang sahi>h adalah tetapnya kemanfaatan 

bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan 

ma’qud ‘alaih, sebab ija>rah adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan 

kemanfaatan. Ij>rah berbeda dengan jual beli, jika jual beli mendapatkan barang 

maka di ija>rah mendapatkan manfaat. Dan jika di jual beli mendapatkan 

keuntungan maka di ija>rah mendapatkan upah sebagai imbalan dalam 

pekerjaannya.  

Adapun hukum yang fasid (rusak) menurut ulama Hanafiyah, jika 

penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang 

bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila 

kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan 

penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus 

diberikan semestinya.54 

Jafar dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ija>rah yang fasid sama 

dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran 

yang dicapai oleh barang sewaan.55 

 

G. Jenis-jenis Ija>rah 

Ija>rah ada dua jenis, yaitu ija>rah atas manfaat, dan ija>rah atas pekerjaan.56 

                                                 
54 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 131.   
55 Ibid., 131. 
56 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam...,411 
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1. Ija>rah atas manfaat  

Yaitu ija>rah yang objek akadnya (ma’qud ‘alaih) adalah manfaat, 

seperti rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggaangi 

dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan 

bejana untuk dipergunakan, dan lain-lain.57 

2. Ija>rah atas pekerjaan 

Yaitu ija>rah yang objek akadnya adalah pekerjaan atau penyewaan 

yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, 

menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, 

memperbaiki sepatu, dan sebagainya.58 

3. Ija>rah Khusus 

Yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang 

yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah 

memberinya upah.59 

 

H. Ujrah (Upah) 

Upah bisa digunakan dalam pengertian secara sempit dan secara luas. 

Dalam arti luas, upah adalah pembayaran yang diberikan sebagai imbalan 

untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan upah menurut arti sempit adalah sejumlah 

uang yang dibayarkan oleh musta’jir kepada mu’jir untuk jasa yang ia berikan. 

                                                 
57 Ibid., 412. 
58 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam....., 417. 
59 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 133.   
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Dalam ilmu ekonomi, istilah ‘upah’ digunakan dalam arti luas dan berarti 

bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan 

tangan atau otaknya, baik secara indipenden maupun untuk seorang majikan.60 

Menurut islam  upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, 

tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingat 

ajaran islam berikut ini: 

1. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 

279) 

2. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan,... (QS. an-Nahl [16]: 90) 

3. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “mereka (budak atau 

pembantu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan 

mereka dibawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, 

berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan 

pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian 

menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia”. (Bukhari dan Muslim)61 

Menurut pendapat para Fuqaha> upah atau gaji juga memiliki standar yang 

wajar untuk mereka dapatkan sesuai dengan kinerja mereka. Standar gaji yang 

layak ialah yang seimbang dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya, 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terkait dengan upah 

minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Upah yang diberikan harus 

                                                 
60 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, 2012), 197.  
61 Ibid., 198. 
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imbang dengan hasil kerjanya, tidak boleh merugikan pihak pekerja maupun 

memberatkan pihak pengusaha atau orang yang mempekerjakannya.  

Sejak zaman tabi’in para Fuqaha telah membolehkan penentuan harga 

yang diintervensi oleh pemerintah, meskipun pada riwayat Nabi Muhammad 

beliau menjelaskan ketidakmauannya dalam mematok harga pada saat harga-

harga mengalami kenaikan secara fantastis. Hadis tersebut berbunyi: 

ادٌٌُحَدَّثنََاٌعَفَّانٌٌُحَدَّثنََاٌشَيْبَةٌٌَأبَِيٌبْنٌٌُعُثمَْانٌٌُحَدَّثنََا ٌٌ ثٌٌَأخَْبَرَنَاٌسَلمََةٌٌَبْنٌٌُحَمَّ ٌعَنٌٌْابِ

ٌٌُمَالِكٌ ٌبْنٌٌِأنَسٌَِ ٌٌعَنٌٌْوَحُمَيْد ٌٌوَقتَاَدةَ ٌٌِرَسُولٌٌَيَاٌقَالالنَّاسٌٌُأنَسَ  عْرٌٌُغَلٌٌَاللَّّ رٌْفٌٌَالس ِ ٌسَع ِ

ٌٌِرَسُولٌٌُفَقَالٌٌَلنََا ٌٌُصَلَّىٌاللَّّ ٌٌَإِنٌٌَّوَسَلَّمٌٌَعَليَْهٌٌِاللَّّ رٌٌُهُوٌٌَاللَّّ ٌلْبَاسِطٌُاٌالْقَابضٌٌُِالْمُسَع ِ

ازِقٌُ ٌٌَألَْقىٌَأنٌٌَْلََرَْجُوٌوَإنِ ِيٌالرَّ ٌوَلَاٌٌمٌ دٌٌَفيٌِبِمَظْلمََةٌ ٌيطَُالِبنُِيٌمِنْكُمٌٌْأحََد ٌٌوَلَيْسٌٌَاللَّّ

 مَالٌ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah 

menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad 

bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik 

dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, 

harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau 

berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang 

menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh 

aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari 

kalian yang menuntutku karena suatu kez}aliman dalam hal darah, dan harta." 

(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)62 

 

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kebijakan 

penentuan harga dapat masuk dalam berbagai kategori hukum. Ada yang 

dikategorikan z}alim dan haram, adapula yang tergolong adil dan boleh. Jika 

ketentuan tersebut bersifat merugikan dan mendzalimi salah satu pihak 

sampai memaksa untuk menjual sesuatu dengan harga yang tidak disetujui 

secara suka rela, atau menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan 

yang seharusnya dan yang dihalalkan oleh Allah, maka tindakan tersebut 

                                                 
62 Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2994, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan 

Imam. 
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termasuk tindakan haram. Namun sebaliknya, bila ketentuan dan ketetapan itu 

bersifat adil demi kepentingan masyarakat, contohnya seperti memaksa 

mereka melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban mereka dengan imbalan 

yang layak dan melarang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan atas 

mereka, seperti menaikkan harga diatas semestinya, maka tindakan penguasa 

seperti itu adalah dibenarkan bahkan hukumnya wajib.63 

Pemberian upah yang sesuai dengan kadar kerjanya yang tidak boleh 

ditambah-tambahi dan dikurangi sesuai dengan firman Allah: “Bagi semua 

orang itu beberapa derajat dari apa yang mereka usahakan, supaya Allah dapat 

memenuhi segala pekerjaannya itu dan mereka tidaklah dianiaya.” (QS. 

46:19)64 

“Janganlah kamu mengurang-ngurangi barang-barang orang takaran dan 

timbangannya.” (QS. 7:85)65 firman Allah ini menjelaskan bagaimana 

seharusnya kita bekerja secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang ada. Jika 

barang itu lebih maka dihitung lebih tetapi jika barang tersebut kurang harus 

dihitung kurang. Bukan malah menambahi yang kurang dan mengurangi yang 

lebih.  

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika 

akad sudah berlangsung dan tidak disayaratkan mengenai pembayaran serta 

                                                 
63 Dr. Setiawan Budi Utomo, Penetapan Upah Minimum dalam Hubungan Industrial, 

hhtp://setiawanbudiutomo.wordpress.com/2013/11/23/penetapan-upah-minimum, diakses pada 29 

Januari 2015. 
64 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2002, 504 
65 Ibid., 161. 
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tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanafiah dalam 

buku Sohari Sahrani, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur 

sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, 

sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu’jir menyerahkan zat 

benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya, karena 

penyewa (muata’jir) sudah menerima kegunaan.66 Adapun hak musta’jir untuk 

menerima upahnya adalah sebagai berikut: 

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis riwayat Ibnu 

Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

 أعَْطوُا الَْْجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. 67 

2. Menglirnya manfaat selama penyewaan berlangsung, jika ija>rah untuk 

barang. Apabila terdapat kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum 

dimanfaaatkan dn sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ija>rah menjadi 

batal.68 

3. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak 

sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.69 

Pemberian upah juga harus ada kriterianya, kita tidak bisa memberikan 

upah secara sembarangan. Penentuan upah untuk pekerjaan-pekerjaan dan 

orang-orang telah mencapai tingkat dimana tingkat itu dapat sangat logis, 

                                                 
66 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, 172. 
67 Ibnu Majjah, Kitab Ibnu Majjah, Hadist No. 2434, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan 

Imam. 
68 Sayyid Sabiq, fikih Sunnah 13 dan Terjemahan, 21. 
69 Ibid. 
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tetap sistematik dan dapat dijelaskan, tetapi hal itu bukan merupakan suatu 

ilmu yang eksak dan tidak pernah akan menjadi demikian.70 Beberapa kriteria 

pemberian upah adalah: 

1. Upah yang berlaku sekarang  

Sebagai musta’jir sebaiknya harus bisa memberikan upah (ujrah) 

kepada mu’jir yang sesuai dengan upah minimum atau tarif yang sudah 

ditentukan dan yang sedang berlaku sekarang ini. Karena jika musta’jir 

memberikan upah yang tidak sesuai dengan standartnya maka hal itu bisa 

mengurangi kinerja mu’jir. 

2. Kemampuan membayar 

Kemampuan musta’jir untuk membayar mu’jir mempengaruhi tingkat 

umum upah dalam suatu organisasi berhubuungan dengan tingkat yang 

berlaku dalam pasar tenaga kerja. Jika kita memang tidak mampu untuk 

membayar muata’jir maka sebelum berakad sudah harus dijelaskan. 

Sebaliknya jika kita mampu membayar upah kepada imusta’jir maka 

sebaiknya kita tidak boleh menguranginya.71 

 

I. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ija>rah 

Ija>rah adalah jenis akad yang lazim, yaitu tidak membolehkan adanya 

fasakh pada salah satu pihak, karena ija>rah merupakan akad pertukaran, 

                                                 
70 Moekijat, Penilaian Pekerjaan Untuk Menentukan Gaji dan Upah (Bandung: Mandar Maju, 

2007), 107.  
71 Ibid., 108. 
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kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh ija>rah akan menjadi 

batal (fasakh) dan berakhir bila terdapat hal-hal berikut:72 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada saat barang berada 

ditangan penyewa. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian 

sewa-menyewa ada kerusakan keitka sedang berada ditangan penyewa. 

Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Dalam hal seperti itu, 

penyewa dapat minta pembatalan.73 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya. Maksudnya, barang yang menjadi objek sewa-menyewa 

mengalami kerusakan ataupun musnah sehingga tidak dapat dipergunakan 

lagi sesuai dengan yang diperjanjikan diawal. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan. Maksudnya, barang yang menjadi sebab 

terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak 

atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka 

akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.74 

4. Terpenuhinya manfaaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. Jika masa yang diakadkan sudah 

selesai atau habis waktunya dan pekerjaan yang dikerjakan juga sudah 

selesai maka akad ija>rah antara musta’jir dan mu’jir  dikatakan sudah 

berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 

                                                 
72 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 121-123. 
73 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 149.  
74 Ibid., 149.  
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5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ija>rah dari salah satu pihak seperti yang 

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan mem-fasakh-kan sewaan. 

 

J. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undamg-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.75 Jadi, pemerintah bisa memberikan 

perlindungan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen 

sebagai pihak yang lebih lemah, karena masih banyak konsumen-

konsumen yang belum sadar bahwa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha 

atau produsen. Tetapi, isi yang terkandung dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen ini tidak hanya berisi tentang perelindungi dan 

pembelaan atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam Undang-

Undang tersebut juga menjelaskan mengenai pelaku usaha atau produsen. 

Perlindungan tersebut merupakan kepastian hukum yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah.  

 

 

                                                 
75 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), 1. 
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2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

 Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang sehat harus ada 

keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum antara konsumen 

dengan produsen atau pelaku usaha.76 Kondisi konsumen yang banyak 

dirugikan oleh pelaku usaha perlu adanya peningkatan upaya untuk 

melindunginya agar hak-hak konsumen dapat ditegakkan.  

 Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan  

perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha 

produsen, karena keberadaan produsen juga merupakan suatu esensial 

dalam perekonomian negara.77 Maka dari itu dibentuklah aturan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar 

perlindungan konsumen juga diimbangi dengaan ketentuan yang 

memberikan perlindungan terhadap produsen atau pelaku usaha.  

 Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 

oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku setelah 1 (satu) 

tahun sejak diundangkannya yaitu pada tanggan 20 April 2000. Undang-

Undang ini tercantum dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1999 No. 42.  

 Sebelum Undang-Undang perlindungan konsumen ini dibentuk, 

sebenarnya ada beberapa Undang-Undang yang materinya mengatur 

                                                 
76 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indoneia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 1. 
77Ibid., 4. 
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mengeni perlindungan konsumen meskipun belum mencakup semuanya78, 

yaitu: 

a. Undang-undang No. 10 tahun 1961 tentang barang 

b. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene 

c. Undang-undang No. 2 tahun 1982 tentang Metrologi Legal 

d. Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

e. Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian 

f. Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenaga –Listrikan 

g. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkatan 

jalan 

h. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian 

i. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

j. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup 

k. Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 

l. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Prktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 

 Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  

diharapkan bisa melindungi dan mengupayakan proses hukum jika terjadi 

kerugian terhadap konsumen, karena selama ini perlindungan konsumen 

yang ada di Indonesia masih kurang diperhatikan. 

                                                 
78 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 33. 
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 Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, 

melainkan merupkan  pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau 

merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan 

dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif 

dan dapat diketemukan dengan mencari sifaat-sifat atau ciri-ciri yang 

umum dalam peraturan konkrit tersebut.79 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas 

perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum. Karena konsumen masih banyak yang berada dalam posisi yang 

lemah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan 

konsumen adalah80: 

a. Asas Manfaat : Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwaa 

segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan,81 

b. Asas Keadilan : Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

                                                 
79 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5. 
80 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya (Jakarta: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2003), 24. 
81 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsume, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10 
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kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil,82 

c. Asas Keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, daan pemerintah dalam arti materiil ataupun 

spiritual,83 

d. Asas Keaamanan dan Keselamatan Konsumen : untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan,84 

e. Asas Kepastian Hukum : dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin 

kepastian hukum.85 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 3 tujuan dari Perlindungan ini adalah:86 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri  

b. Mengangkat harkat dan mrtabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa 

                                                 
82 Ibid, 11. 
83 Ibid., 11. 
84 Ibid,. 12. 
85 Ibid., 12. 
86 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 13. 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informassi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

4. Pengertian Konsumen dan Pelaku usaha 

a. Konsumen  

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkaan 

bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang 

dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 

kepentingan pihak lain.87  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

                                                 
87 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaiangan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 15 
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bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.88 

Dalam kamus hukum disebutkan bahwa: 

Konsumen sebagai alih bahasa dari consument (belanda) secara harfiah 

berarti pihak pemakai jasa atau barang. Sedangkan konsumen sebagai alih 

bahasa dari consumer (Inggris) secara harfiah berarti seseorang atau suatu 

perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang 

atau suatu perusahaan yang membeli suatu barang tertentu atau 

menggunakan jasa tertentu, juga seseorang atau suatu perusahaan yang 

menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.89 

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Konsumen adalah setiap 

pemakai barang dan/atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain, dan tidak untuk diperdagangkan.90 

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang sudah 

disebutkan diatas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 batasan, 

yaitu: 

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk memproduksi 

barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

                                                 
88 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), 1. 
89 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: CV. Aneka, 1997), 246 
90 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 5. 
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2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setip orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk 

diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. 

3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang 

yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk 

tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, 

dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali 

dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.91 

Dalam kepustakaan ekonomi konsumen hanya terbagi menjadi 2, yaitu 

konsumen akhir dan konsumen antara. Pengertian konsumen yang 

tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 

konsumen akhir karena, didalam isi pasal 1 butir 2 tersebut sudah 

menjelaskan bahwa pemakaian barang dan/atau jasa baik digunakan untuk 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.  Barang dan/atau jasa yang ada digunakan untuk 

kebutuhannya sendiri bukan untuk diperjual-belikan sehingga 

mendapatkan keuntungan.  

b. Pengertian Pelaku Usaha atau Produsen 

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) pengertian pelaku 

usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

                                                 
91 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2002), 

13. 
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berkedudukan atau  melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.92 

Pengertian Pelaku Usaha yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 

(3) ini masih terlalu luas cakupannya atau masih melebar dan memiliki 

arti yang luas. Cakupannya meliputi penjual grosir, pengecer, dll. Tetapi 

dengan luasnya pengertian pelaku usaha yang disebutkan dalam Undang-

Undang ini dapat memudahkan konsumen jika ingin menuntut ganti rugi 

sebagai korban.  

5. Hak dan Kewajiban Konsumen 

 Untuk mewujudkan kegiatan usaha yang sehat antara konsumen dan 

pelaku usaha perangkat peraturan perundang-undangan seperti Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur 

hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.  

 Secara umum ada empat hak dasar konsumen, yaitu:93 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 

c. Hak untuk memilih (the right to choose) 

d. Hak untuk didengar (the right to be hear) 

 Adapun hak-hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ada delapan 

hak94, yaitu:  

                                                 
92 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, 1. 
93 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2006), 19. 
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendpatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas baranng dan/atau 

jasa yang digunakan 

e. Hak untuk mendapatkan advoksi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

f. Hak untuk mendapat pembinaan daan pendidikan konsumen 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

 Selain memperoleh hak tersebut, sebagai penyeimbang konsumen 

juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan. 

                                                                                                                                      
94 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), 3. 
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Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen pasal 595, adapun kewajibannya yaitu: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan 

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 Semua aturan ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan hasil 

yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi 

dirinya. Agar konsumen mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai 

konsumen, karena selama ini tidak ada ketentuan perundang-undangan 

yang secara khusus menyebutkan kewajiban konsumen. 

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

 Untuk menciptakan keamanan berusaha dan membangun usaha yang 

sehat bagi para pelaku usaha, dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang 

telah diberikan konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak yang 

                                                 
95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), 4. 
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tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu96: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beriktikad tidak baik 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraaturan perundang-undangan 

lainnya. 

 Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak pelaku usaha maka ada 

kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha, adapun kewajiban pelaku usaha 

tertuang dalam Pasal  7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen97, yang berisi: 

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

                                                 
96 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), 5.  
97 Ibid., 6. 
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dan/atau jasa yang 

berlaku 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jas 

yang diperdagangkan 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian aapabilaa brang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 Jika disimak baik-baik jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut 

merupakan manifestasi dari hak konsumen dalam sisi yang lain yang 

“ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri 

pelaku usaha.98  

 

                                                 
98 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 32-34. 
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7. Larangan Bagi Pelaku Usaha 

 Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, Undang-

Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan larangan-larangan 

kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan-

larangan tersebut adalah: 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengaan standar yang 

dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label barang tersebut  

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan dalam hitungan 

menurut ukuran sebenarnya 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan dan keistimewaan sebagaimana 

dinyatakan dalam label baarang dan atau jasa tersebut 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan 

atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau promosi 

barang dan atau jasa tersebut.99 

 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 

mengatur mengenai larangan pelaku usaha. Secara garis besar larangan 

pelaku usaha dapat dibagi ke dalam 2 larangan pokok, yaitu:100 

                                                 
99 Abdul R. Saliman. Hermansyah, Hukum Bisnis Untuk Perusahaa, (Jakarta: Kencana, 2005), 

200. 
100 Gunawan Wijaya, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Pustaka Utama, 2001), 

39. 
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a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat 

dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak 

akurat, yang menyesatkan konsumen. 

 Dalam perundang-undangan ini sudah menjelaskan mengenai hak dan 

kewajiban konsumen dan juga menjelaskan larangan untuk pelaku usaha, 

seharusnya pelaku usaha sudah harus bisa menerapkannya dengan baik dan 

benar. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang sebenar-

benarnya dan akurat kepada konsumen, tidak hanya informasi kelebihan 

barang dan/atau jasa tetapi juga informasi mengenai kekurangan dari 

barang dan/atau jasa tersebut. 

8. Sanksi-sanksi 

 Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, pasal 10, 13, 17, 

18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).101 

                                                 
101Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 288.  


